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H Tersangka G

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberan-
tasan Korupsi menetapkan eks Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasion-
al (BPN) Kalimantan Barat periode 2012-
2016 Gusmin Tuarita dan Kepala Bidang
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
BPN Wilayah Kalimantan Barat Siswidodo
sebagai tersangka dugaan gratifikasi terkait
penerbitan Hak Guna Usaha untuk sejum-
lah perkebunan sawit di Kalimantan Barat.
“KPK menemukan bukti permulaan yang
cukup dugaan penerimaan gratifikasi oleh
pejabat Badan Pertanahan Nasional yang

KPK Jerat Eks Kakanwil BPN Kalbar
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berhubungan dengan jabatannya dan ber-
lawanan dengan kewajiban atau tugasnya,”
kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di

Gedung Merah Putih KPK, Jumat (29 /11).

Laode menuturkan, dalam kurun waktu
2013-2018, Gusmin diduga menerima
sejumlah uang dari para pemohon Hak atas
tanah termasuk pemohon HGU baik secara
langsung dari pemohon hak atas tanah
ataupun melalui Siswidedo.

“Atas penerimaan uang tersebut, tersang—

W Bersambung ke hal. 7
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ka GTU telah menyetorkan
sendiri maupun melalui or-
ang lain sejumlah uang tun-
ai dengan total sebesar Rp
22,23 miliar,” kata Laode.

Uang tersebut kemudian
disetorkan ke rekening priba-
di Gusmin, rekening istrinya,
serta rekening anak-anak-
nya. Adapun uang tunai yang
diterima Siswidodo dikum-
pulkan para bawahan dan
dijadikan uang operasional
tidak resmi di samping meng-
gunakannya untuk keper-
luan pribadi.

“Sebagian dari uang digu-

nakan untuk membayarkan-

honor tanpa kwuitansi,
seremoni kegiatan kantor,
rekreasi pegawai ke sejum-
lah tempat di NTB, Malang
dan Surabaya, serta perun-
tukan lain,” kata Laode.
Gusmin dan Siswidodo tidak
melaporkan penerimaan terse-
but dalam kurun waktu 30
hari kerja sehingga keduanya
disangka melanggar Pasal 12
B Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Un-
dang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Peruba-
han atas Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1).

Sebelum menetapkan
keduanya ‘sebagai tersang-
ka, KPK telah memanggil
25 saksi yang terdiri dari

. PNS BPN di Kantor Wilayah

Kalimantan Barat dan Kan-
tor Pertanahan Pontianak,
Kepala Kantor Pertanahan
lain di Kalbar, serta sejum-
lah direksi dan pegawai per-
usahaan perkebunan sawit
di Kalbar.

KPK menyebut, masih

_adanya praktik gratifikasi, _ i

termasuk dalam penerbitan
hak guna usaha untuk
sejumlah perkebunan sawit
di Kalimantan Barat, meru-
pakan salah satu pengham-
bat investasi.

“Hal ini tentu dapat saja

mendorong praktek ekonomi
biaya tinggi dan juga tidak
tertutup kemungkinan men-
jadi faktor penghambat in-
vestasi,” kata Laode.

Alasannya, praktik grati-
fikasi itu menyulitkan para
pelaku yang ingin mendi-
rikan usaha perkebunan
atau pertanian sehingga
harus mengeluarkan biaya
ilegal.

Menurut Laode, adanya
praktik gratifikasi di bidang
pertanahan juga berten-
tangan dengan keseriusan
pemerintah untuk mem-
benahi pelayanan di sek-
tor. pertanahan serta mem-
berikan kepastian hukum
pada pemilik tanah.

“Bagi KPK, praktik pener-
imaan gratifikasi ini sangat
memprihatinkan karena
mestinya para pejabat
negara di BPN melayani
masyarakat, baik peroran-
gan ataupun perusahaan
terkait pertanahan,” ujar
Laode. (kompas.com)
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